
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

 

NOMOR 3 TAHUN 2021  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberlakuan kebijakan nasional dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta 
mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang berimplikasi 

pada pembangunan di Kabupaten Bogor, perlu dilakukan 
perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2018-2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

   5. Undang-Undang … 
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  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

    

    

    

   14. Peraturan … 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6133); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6205);); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas  dan  Wewenang Gubernur  sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

    

   23. Peraturan … 
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  23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka 
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

  25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

  26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 112); 

  27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

  28. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana 
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101); 

  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

    

    

   30. Peraturan …  
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  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 
2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 95); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3); 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

dan 

BUPATI BOGOR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

BOGOR TAHUN 2018-2023. 
   

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

   Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

   1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Daerah Kabupaten Bogor. 

    2. Pemerintah … 
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   2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

   3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

   4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Bogor. 

   5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

   6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan 
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang ada. 

   7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

   8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Bupati. 

   9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

   10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

   11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

   12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang 

selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahun. 

   13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang 

selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 

(lima) tahunan. 

   14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

     

     

    15. Pendapatan … 
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   15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. 

   16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

   17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

   18. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan 
keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber 

dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi 
penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas 

belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta 

target pembangunan nasional. 

   19. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara 
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin 
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 

perencanaan dibuat. 

   20. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, 

mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 

   21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 

Daerah. 

   22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

   23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

   24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ 

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome 

program Perangkat Daerah. 

   25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ 

Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

   26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

   27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 

    
28. Program … 



 
 

 

 

    -8- 

     

   28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

   29. Program pembangunan Daerah adalah program strategis 

Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai 
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran 
RPJMD. 

   30. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 

   31. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat 
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 

sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil 
(outcome), dampak (impact). 

   32. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

   33. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 

hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 
pencapaian outcome beberapa program.   

   34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar 
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Daerah. 
     

  2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 6 

   (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara RKPD Tahun 
Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah ini, maka 

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 harus 
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 

   (2) Dalam hal terdapat kekosongan pedoman dalam 
penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025, 
penyusunan program RKPD mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 

  3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

    

   
Pasal II … 
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  Pasal II 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor. 

   

    Ditetapkan di Cibinong 

pada tanggal 6 September 2021 

BUPATI BOGOR, 

 
ttd 

 

ADE YASIN 

 

Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal   6 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR 

 
ttd 

 
BURHANUDIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 3  

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  

PROVINSI JAWA BARAT : (3/132/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 

HERISON 



 
 

 

 

PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  

NOMOR  3  TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019  

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 

 

I. UMUM   

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang berlaku selama 5 
(lima) tahun, dan selaras dengan periode masa bakti kepala daerah dan wakil 
kepala daerah, sejak dilantik hingga akhir periode kepemimpinan. RPJMD berisi 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, 
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, 

serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai 
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 

RPJMD merupakan dokumen yang dipedomani dalam penyusunan rencana 
pembangunan tahunan daerah atau yang disebut dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 
merupakan tahapan keempat perencanaan pembangunan jangka menengah 
berdasarkan periode waktu perencanaan jangka panjang daerah tahun 2005-

2025.  Pemberlakuan RPJMD Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 telah diterapkan selama 2 tahun, 
yaitu tahun 2019-2020. Dalam perjalanannya, terdapat kondisi yang 

mengharuskan terjadinya perubahan peraturan daerah tersebut, yaitu: 

1. Adanya perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan substansi 
perencanaan pembangunan daerah; 

2. Adanya bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada 
kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan substansi perencanaan 
pembangunan daerah berupa: 

a. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini 
berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja 
Daerah, maupun Pembiayaan Daerah yang telah dicantumkan dalam Bab III 

dokumen RPJMD. 

b. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang 

mengamanatkan kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk 
menggunakan satu aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara nasional, 
yang meliputi sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi 

keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya. 
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 c. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan melalui 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Aturan ini 

membakukan penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan 
dalam dokumen perencanaan daerah, dan secara otomatis membatalkan 
nomenklatur program-program yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.  

d. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang 
mengamanatkan pengintegrasian substansi RPJMN ke dalam RPJMD dalam 

rangka mewujudkan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, baik 
berkaitan dengan sinergi prioritas pembangunan, maupun program-
program prioritas nasional. 

e. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
yang mengamanatkan ketentuan pembakuan indikator makro dan indikator 
pelaksanaan kewenangan wajib dan pilihan sebagai bahan penilaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini berkonsekuensi pada penataan 
kembali capaian program sebagai representasi pertanggungjawaban kinerja 
tahunan kepala daerah. 

f. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 
tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 

mengamanatkan bahwa salah satu poin penting penilaian indeks 
pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kesesuaian antara 
perencanaan dengan penganggaran. Salah satu poin yang diukur adalah 

kesesuaian nomenklatur program serta pagu program dalam RPJMD dengan 
RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. 

g. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 
mengamanatkan teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi 

rinci dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

Terjadinya bencana nonalam yaitu pandemi Covid-19 yang berpengaruh 

pada kinerja pembangunan di Kabupaten Bogor merupakan pertimbangan bagi 
daerah untuk melakukan perubahan RPJMD.  Tidak dapat dipungkiri bahwa 

pandemi tersebut menyebabkan terpuruknya kondisi perekonomian daerah 
yang berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam 
mendanai pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kebupaten Bogor perlu 

melakukan revisi pada target-target pembangunan sesuai dengan kondisi 
kemampuan daerah hingga akhir periode tahun 2023.  

Secara umum, perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 

merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk menata kembali 
perencanaan dan penganggaran tahunan, baik tingkat daerah maupun 

perangkat daerah hingga akhir periode tahun 2023. 

   
  

 II. PASAL … 
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II. PASAL DEMI PASAL  

 Pasal I  

  Angka 1 

  Pasal 1 

  Cukup jelas. 

  Angka 2 

  Pasal 6 

  Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

  Ketentuan pada Ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan 
bahwa rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan rancangan 

awal RKPD Tahun 2025, disusun berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tata cara penyusunan perencanaan pembangunan. 

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam 

penyusunan RKPD untuk tahun 2019 hingga tahun 2023, 

dengan tahun dasar 2018.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan 

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka 
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta 
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan 
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat.   

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1), Penyusunan RKPD 

diawali dengan tahapan Rancangan Awal RKPD yang dimulai 
pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum 
tahun rencana.  Dalam hal RPJMD Tahun 2018-2023 habis 

masa berlaku pada tahun 2023, maka RKPD Tahun 2024 

disusun berdasarkan Rancangan teknokratik RPJMD. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan teknokratik 

RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) 
tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan 
sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum 

terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan teknokratik 
diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah terpilih. 

   

   

  Berdasarkan … 
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  Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa 

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan 
November 2024. Dengan demikian, terdapat kekosongan 
RPJMD untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Tahun 

2025. 

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
Pasal 147 ayat (2), disebutkan bahwa untuk menjaga 
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD 
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 
kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk 

keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah 
kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. 

Adapun pada ayat (3), disebutkan bahwa RKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang 

akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

  Angka 3 

  Cukup jelas. 

   

 Pasal II  

  Cukup jelas. 
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